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TEITTAIIG

XEDIIDITKAI|, gUSUIYAf, ORGAmSASI, TUGAE DAtf trIrIyGSI,
SERTA TATA I{ER.'A DIITAS PEIBERDAYAAI| PERTUPUAI|

DAIT PERLITDIIITGIIT AI|AK
I{ABI'PATEIT KOI|AWE SEI.ATAN

Mengingat

DETftAN RAHUAT TI'TTAN YATfr} TA'IA FSA

BI'PATI KONAWE SELIITAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Irembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5231;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Menimbang



Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah fiembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O16 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATTIRAN BT'PATI TEITTANG I(EI'I'DUTA!T, SUSUIYAIY
oRGATISASI, TUGAS DAI{ FUNGSI, SERTA TATA I(ER.,A
DINAS PEUBERDAYAAN PEREUPUA.IT DAIT PERLIITDT'ITGAN
AITAI( XABI'PATEN KOI{AWE SEI"ATAI{.

BAB I
XSTEI|TUAIT T'UUU

Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan;

-2-



-3-

7. Unit Pelalsana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu;

8. Unit Pelalsana Teknis Badan yang selanjutnya disebut

UPIB adalah unsur pelalsana teknis Badan yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau

kegiatan teknis penunjang tertentu;

9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggara}an oleh semua Daerah;

12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan

yang w4iib diselenggaralan oleh daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II
BENTI'K, ITOUEI|I(LIITT'R DA.TT TIPE

PERANGKAT DA.ER.AII

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten ssfagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.
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Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(l) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.

(2) Penentuan tipe Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Ana} sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undaagan.

BA'B III
I(EDT'DTIKAIT DAI{ SUSTIIIAI| ORGAI{ISASI

Bagian Kesaht
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 6

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusal
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.
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Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam

Pasal 6, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan

perempuzrn dan perlindungan anak;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak;

c. koordinasi penyediaan infrastmktur dan pendukung di

bidang pemberdayaan perempu€rn dan perlindungan anak;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan dan

pe rlindungan anak;

f. pelaksaanaan administrasi Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak; dan

c. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

seluruh perangkat daerah.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(l) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan, terdiri
atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga,

Data dan Informasi;

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak;

e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan

Khusus Anak;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

l2l Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuarr

dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan

sebagai6416 tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Kesafit
Kepala Dinas

Pasal l0
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal l1
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

BAB TV
TUGAS DAX FT'IYGSI
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(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi penJrusunan rencana, program, anggaran di

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sarna, hubungan masyarakat,

arsip, dan dokumentasi;

c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

d. koordinasi dan pen5rusunan peraturan perundang-

undangan;

e. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(l) Sekretariat terdiri atas:

a. Sub Bagran Program dan Anggaran;

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

(1) Sub Bagran Program dan Anggaran mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana,

program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata

laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian,

pen5rusunan rancErng€rn peraturan perundalg-undangan,

dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi

publik, serta urusan tata usaha.
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Pasal 15

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data

dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perrempuan dan

Perlindungan Anak di bidang Kualitas Hidup Perempuan,

Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.

(2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data

dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga,

Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di

bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas

keluarga;

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan

kualitas keluarga;

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di

bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas

keluarga;

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan

kualitas keluarga;

e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan

kualitas keluarga;

Bagian Ketiga
Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga,

Data dan Informasi



f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerap€rn kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender

dan pemberdayaan perempua-n di bidang ekonomi, sosial,

politik hukum dan kualitas keluarga;

g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik

hukum dan kualitas keluarga;

h. penyiapan perumuszrn kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan

kualitas keluarga;

i. penyiapan forum koordinasi penJrusunan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum

dan kualitas keluarga;

j. penyiapan perumus€rn kajian kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan

kualitas keluarga;

k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, ana,lisis dan penyajian data dan

informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum

dan kualitas keluarga;

l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum

dan kualitas keluarga;

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data dan informasi gender di bidang

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;

o. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan

pemberdayaan p€rempuan;
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p. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan

kesetaraan gender dan hak anak; dan

q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi,

sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data

dan Informasi terdiri atas :

a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;

b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan

Hukum;

c. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga,

Data dan Informasi.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidarg Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas

Keluarga, Data dan Informasi.

Pasal l8
(l) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan di bidang ekonomi.

(2) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perLrmusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
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pelaksanaan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial

politik dan hukum.

(3) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempual Bidang Kualitas Keluarga, Data

dan Informas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi

pelaksanaan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Kualitas

Keluarga, Data dan Informasi.

Bagian Keempat
Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 19

(1) Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepa-la Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang Pemenuhan

Hak Anak.

(2) Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Pasal 2O

Dalam melal<sanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak

terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,

keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan

serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas

dan kegiatan budaya;
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c. penyiaparl perLrmuszrn kajian kebijakan pemenuhan hak

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan

budaya;

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas

dan kegiatan budaya;

e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas

dan kegiatan budaya;

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak

sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,

kreativitas dan kegiatan budaya;

g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi

dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas

dan kegiatan budaya;

h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di

bidang pemenuhan hak anak;

i. penyiapan forum koordinasi pen5rusunan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi di bidang pemenuhan hak anak;

j. penyiapan perumusErn kajian kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di

bidang pemenuhan hak anak;

k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi di bidang pemenuhan hak anak;
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1. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi di bidang pemenuhan hak anak;

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak

anak;

n. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada

lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;

o. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan peningatan kualitas hidup anak;

p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak

anak; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(l) Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas :

a. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

dan Pendidikan, Pemenfaatan Waktu Luang dan

Kegiatan Budaya;

b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;

c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 22

(1) Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan

Pendidikan, Pemenfaatan Waktu Luang dan Kegiatan

Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi

pelaksanaan kegiatan di bidang pengasuhan alternatif dan

pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

budaya.
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(2) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

fasilitasi serta eva-luasi pelaksanaan kegiatan di bidang Hak

Sipil, Informasi dan Partisipasi.

(3) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumus€rn

kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan

di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan

Perlindungan Khusus Anak

Pasal 23

(1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan

Khusus Anak mempunyai tugas melaksanalan sebagian

tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak di bidang Perlindungan Hak Perempuan

dan Perlindungan Khusus Anak.

(2) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan

Khusus Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan

Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusErn kebijakan di bidang pencegahan dan

penanganErn kekerasan terhadap perempuzrn di dalam

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana

perdagangan orang;

b. penyiapan perumus€rn kebijakan di bidang perlindungan

dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana

perdagangan orang;
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c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus

serta dari tindak pidana perdagangan orang;

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di

bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban

kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus

serta dari tindak pidana perdagangan orang;

e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus

serta dari tindak pidana perdagangan orang;

f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang

perlindungal dan pemberdayaan perempuan korban

kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus

serta dari tindak pidana perdagangan orang;

g. penyiapan koordinasi dal sinkronisasi penerapan kebijakan

di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagake{aan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus

serta dari tindak pidana perdagangan orang;

h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan

korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus

serta dari tindak pidana perdagangan orang;

i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagalerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus

serta dari tindak pidana perdagangan orang;
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j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di

bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban

kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus

serta dari tindak pidana perdagangan orang;

k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan

penanganan kekerasan terhadap perempuzrn di dalam

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana

perdagangan orang;

L penlapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerap€rn kebijakan di bidang perlindungan dan

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana

perdagangan orang;

m. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana

perdagangan orang;

n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan

dan pemberdayaarl perempuan korban kekerasan di dalam

rumah tangga, di bidang ketenagakeq'aan, dalam situasi

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana

perdagangan orang;

o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan

terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus

serta dari tindak pidana perdagangan orang;
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p. pemurntauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan

perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di

bidang ketenagakeg'aan, dalam situasi darurat dan kondisi

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

q. penyiapan perumus€rn kebijakan di bidang perlindungan

khusus anak;

r. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di

bidang perlindungan khusus anak;

s. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang

perlindungan khusus anak.

t. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

di bidang perlindungan khusus anak.

u. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di

bidang perlindungan khusus anak;

v. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

w. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

x. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

y. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

kekerasan terhadap perempu€rn dan anak;

z. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

aa. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

kekerasan terhadap perempuan dan anak;

bb. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dal penyajian data dan

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

cc. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
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dd. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap

perempuan dan anak;

ee. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi kekerasan terhadap

perempuan dan anak; dan

ff. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan

Khusus Anal< terdiri atas :

a. Seksi Perlindungan Perempuan;

b. Seksi Perlindungan Khusus Anak;

c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan

Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 26

(1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang

pencegahan dan penzrng€rnzrn kekerasan terhadap

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagake{aan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus

serta dari tindak pidana perdagangan orang.

(2) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tLrgas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang

Perlindungan Khusus Anak.
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(3) Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegratan

di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian

data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan

anak.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis

dinas secara operasionai di lapangan.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha

dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi

serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah

dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi

Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/ UPTB yang

terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi

dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan

Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kehluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.
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Pasal 3O

(1) Kelompok Jabatan FVngsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Jurnlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsiond sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB V
TATA I(IR^'A

Pasal 3l
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi

Iain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas

masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris

dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-

masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan

Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan

melekat.
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Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelalsanaan tugas bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk

terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab

pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari

bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
menJrusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan

pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan ke{a.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala

Satuan Organisasi bawahannya dan dalam ralgka pemberian

bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat

berkala.

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan

tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku;
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(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksa-na Kepala

Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi

tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

BA'B VI
ITEPAIIGI(ATAN, PEIYGAIYGKATAII, ESEII)mSASI DAII

PEUBERHEI{TIAI{ DALIIT JAAATAJT

Pasal 4O

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural dilingkungan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe

Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-

undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas

usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon

IIb.

(4) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan merupakan

jabatan eselon IIIa.

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan

merupakan jabatan eselon IIIb.

(6) Kepata Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Konawe Selatan merupakaa jabatan eselon IVa.

(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe

Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada

pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
PEITUTUP

Pasal 4 I
Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang T\rgas Pokok dan

Fungsi lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan

ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal ?4 yo6nbcr ZO|O
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,2.
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SEKRBIARIS DAERAH,

SAJANGH
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8.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SEIATAN TAHUN 2016 NOMOR 5,
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